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ABSTRAK

Kemiskinan merupakan seperangkat deprivasi yang demikian kompleks.
Permasalahan kemiskinan terjadi pada pembangunan pusat hingga desa. Pemerintah
perlu menggunakan langkah-langkah tepat dan dinamis untuk mengentaskan
kemiskinan. Konsep Dynamic Governance memiliki kerangka kerja untuk menunjang
pengentasan kemiskinan. Dynamic Governance merupakan pemerintahan yang
memiliki kemampuan untuk terus menyesuaikan berbagai kebijakan (dalam hal ini
kebijakan pengentasan kemiskinan) dengan perkembangan lingkungan dan zaman.
Pengentasan kemiskinan pada tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama
masyarakat desa. Dengan kata lain, konsep Dynamic Governance dapat diterapkan oleh
Pemerintah Desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

Penelitian skripsi ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (field research).
Penyusun melakukan penelitian selama dua pekan di Desa Ponggok, Kecamatan
Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Skripsi ini meneliti dua hal, pertama,
bagaimana bekerjanya (diterapkan) konsep Dynamic Governance pada Pemerintah
Desa Ponggok dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Kedua, bagaimana
Pemerintah Desa Ponggok mengelola anggaran yang berpihak pada pengentasan
kemiskinan. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk
penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan yuridis-empirik. Hukum dalam
penelitian nondoktrinal berlangsung secara koeksistensi dengan konsep hukum (legal
concept).

Terdapat dua temuan dari penelitian ini, pertama, Pemerintah Desa Ponggok
telah menggunakan langkah-langkah yang dinamis dalam pengentasan kemiskinan.
Kedinamisan suatu pemerintah terlihat dari daya adaptif kebijakan yang dilakukan
terhadap perkembangan lingkungan dan zaman. Pemerintah Desa Ponggok telah
menerapkan berbagai kebijakan adaptif dalam pengentasan kemiskinan di Desa
Ponggok. Kedua, Pemerintah Desa Ponggok melakukan pengelolaan anggaran yang
berpihak pada pengentasan kemiskinan. Pemerintah Desa Ponggok menggunakan
anggaran yang dimiliki untuk membangun desa melalui pendekatan yang tepat dan
terarah. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok berlangsung
dengan sangat baik.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Dynamic Governance, Deliberasi Desa, dan
Negara Hukum Deliberatif.



ABSTRACT

Poverty is a set of complex deprivacy. The problem of poverty occurs in the
construction of central to village. Governments need to use precise and dynamic
measures to alleviate poverty. The concept of Dynamic Governance has a framework
to support poverty alleviation. Dynamic Governance is a government that has the
ability to continuously adapt various policies (in this case poverty alleviation policy)
with the development of the environment and the times. Poverty alleviation at the
village level is done by village government with village community. In other words,
the concept of Dynamic Governance can be applied by the village government to
alleviate poverty in the village.

Research of this thesis is classified into field research. The author did a two-
week research in Ponggok village, Polanharjo District, Klaten Regency, Central Java.
This thesis examines two things, first, how it works (applied) the concept of Dynamic
Governance on the village government Ponggok in poverty alleviation in the village of
Ponggok. Secondly, how the village government of Ponggok manages to manage the
budget in the Party to poverty alleviation. This thesis study is a qualitative study and
includes nondoctrinal law research with a juridical-empirical approach. The law in
nondoctrinal research takes place in coexistence with the legal concept.

There are two findings from this research, first, the village government
Ponggok has used dynamic measures in alleviating poverty. The dynamism of a
government is seen from the adaptive power policy undertaken against the
development of the environment and times. The village government of Ponggok has
adopted various adaptive policies in alleviating poverty in the village of Ponggok.
Secondly, the Government of Ponggok Village managed to manage the budget in the
Party to poverty alleviation. The government of Ponggok village used the budget that
was owned to build the village through a precise and directional approach. Thus,
poverty alleviation in the village of Ponggok is very well done.

Key Words: Poverty Alleviation, Dynamic Governance, Village Deliberations, and
Deliberative Legal State.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rudolf Sinaga dan Benjamin White sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh
Daniel Dhakidae, memperkenalkan nomenklatur “artificial poverty” yang bermakna
kemiskinan buatan. Artificial poverty berhubungan dengan perubahan ekonomi,
teknologi dan pembangunan. Kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan yang ada
membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai berbagai sarana dan
fasilitas ekonomi secara merata.

Sementara itu, hukum mengalami perkembangan peran dalam menyikapi
kemiskinan. Peranan tersebut tidak terbatas pada bidang advokasi bagi kalangan yang
tidak mampu, melainkan juga pada optimalisasi fungsi hukum.? Hukum berfungsi
menjaga kesimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan di
dalam masyarakat.> Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai perekayasa
sosial (law as a social engineering).* Sedangkan menurut Jirgen Habermas, hukum

berfungsi sebagai medium integrasi sosial.

! Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Orde Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003), him. 319.

2 A. Mukhtie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer (Malang: Setara Press, 2014), him. 136.

3 C. F. G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung:
PT Alumni, 1991), him. 30.

4 Roscoe Pound, The Interpretations of Legal History (London: Cambridge University Press,
1923), him. 152. Lihat Roscoe Pound, The Ideal Element in Law (Bengal: University Calcutta Press,



Melihat dua fungsi terakhir, hukum berperan menekan kemiskinan buatan
melalui pembenahan hukum tata negara Indonesia. Khususnya mengenai cara hukum
berdesa yang telah terjadi secara signifikan pada Reformasi 1998 silam. Berlandaskan
spirit Reformasi 1998, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa. Substansi hukum Pemerintahan Desa pada era Orde Baru tersebut tidak
mengakui dan menghormati Hak Asal Usul Daerah yang bersifat istimewa
sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945.

Spirit reformasi terhadap pembangunan desa terwariskan dalam poin ketiga
Nawa Cita.°> Poin ketiga tersebut berisi, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”® Pembangunan
desa dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan pada
tingkat mikro (desa) akan berpengaruh pada pembangunan tingkat makro (nasional).
Dengan mengacu pada logika demikian, pemerintah meningkatkan anggaran belanja

negara bagi pembangunan daerah dan desa.

1958), him. 148. Lihat Roscoe Pound, The Spirit of Common Law (Boston: Beacon Press, 1963), him.
195. Lihat Roscoe Pound, An Introduction to The Philosophy of Law (New Haven: Yale University
Press, 1922), him. 99. Dari penelusuran ini penyusun tidak menemukan Pound menuliskan “law as a
tool of social engineering” seperti yang jamak diajarkan oleh pengajar di kelas.

> Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas yang menjadi rujukan kerja Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

® Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Buku | Agenda Pembangunan Nasional
2015-2019 (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), him. 5-6.



Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar
Rp2.540.422.500.559.000,- (dua kuadriliun lima ratus empat puluh triliun empat ratus
dua puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).’
Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp784.945.321.424.000,- (tujuh ratus
delapan puluh empat triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh
satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).® Sedangkan Dana Desa
direncanakan sebesar Rp72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiah). Dana
Desa disalurkan kepada setiap kabupaten/kota dengan Alokasi Dasar sebesar 69%
(enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa.’

Melalui Dana Desa, Pemerintah Pusat menghendaki pembangunan desa-desa
mandiri yang sejahtera dan tidak miskin. Dalam membangun kemandirian desa, perlu
suatu konsep tata pemerintahan yang dinamis dan responsif. Konsep Dynamic

Governance yang dirancang oleh Neo Boon Siong'® menjadi salah satu jawaban agar

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2020, Pasal 7.

8 Terdiri atas: a. Dana Perimbangan; b. Dana Insentif Daerah; dan c. Dana Otonomi Khusus
dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta.

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2020, Pasal 9 ayat (3) dan (4).

10 Seorang profesor di Nanyang Business School, Nanyang Technological University
Singapura. Pengajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy in the National University of Singapore.



pemerintah desa mampu mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemajuan dan
kesejahteraan bagi desa dan masyarakatnya.

Salah satu desa yang berhasil mewujudkan kemajuan tersebut ialah Desa
Ponggok. Desa Ponggok merupakan salah satu desa dari delapan belas desa di
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Desa Ponggok
mengoptimalkan penggunaan sumber daya air dan dana desa yang disalurkan melalui
Pemerintah Kabupaten Klaten. Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp374.660.994.000,-.1*

Kepala Desa Ponggok sendiri memberi rincian pada awal menerima dana desa
sebesar Rp277.000.000,- pada tahun 2015. Dana Desa meningkat menjadi
Rp622.000.000,- pada tahun 2016.'2 Kemudian secara urut meningkat menjadi
Rp793.664.000,- (2017), Rp815.082.000,- (2018), Rp961.617.000,- (2019).13 Dengan
demikian, peningkatan kualitas desa dan masyarakat Desa Ponggok pun terwujud.

Kemajuan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Desa Ponggok pada
puluhan tahun silam. Kala itu Desa Ponggok merupakan desa termiskin, tapi Kini
menjadi desa kaya dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) mencapai empat belas miliar

rupiah pada tahun 2017. Desa yang dahulu sepi ini, kini menjadi desa yang setiap

11 “Kades se-Kabupaten Klaten Tanda Tangani Pakta Integritas Sebelum Ikuti Sosialisasi ADD
dan DD,” https://klatenkab.go.id, akses 20 November 2019.

12 “Inspirasi Dari Desa Ponggok Yang Mendunia,” http://berdesa.com, akses 23 November

2019.

13 pysat Data Desa Indonesia, https://pddi.kemendesa.go.id/kemenkeu/realisasi_pagu, akses 18
April 2020.



https://klatenkab.go.id/
http://berdesa.com/
https://pddi.kemendesa.go.id/kemenkeu/realisasi_pagu

bulannya dikunjungi ribuan wisatawan. Desa yang dahulu eksistensinya kecil, Kini

menjadi salah satu desa rujukan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan dua
pertanyaan yang dijawab melalui penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep Dynamic Governance bekerja (diterapkan) pada kebijakan
pengentasan kemiskinan Desa Ponggok?
2. Bagaimana Pemerintah Desa Ponggok mengelola anggaran desa yang berpihak pada

pengentasan kemiskinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menjelaskan bekerjanya konsep Dynamic Governance pada Pemerintah Desa
Ponggok.
b. Menjelaskan pengelolaan anggaran desa Pemerintah Desa Ponggok yang
berpihak pada pengentasan kemiskinan.
2. Kegunaan penelitian
Kegunaan merupakan manifestasi landasan filosofis ketiga dalam filsafat ilmu,

yaitu aksiologis. llmu harus memiliki nilai (value) manfaat bagi masyarakat. Penelitian



harus berguna baik secara teoretis maupun praktis.** Berikut beberapa kegunaan

penelitian skripsi ini baik pada tataran teoretis maupun praktis:

a. Secara teoretis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum
terutama dalam bidang hukum tata negara. Khususnya sebagai referensi keilmuan
mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan manajemen anggaran desa.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan
kebijakan pemerintah khususnya oleh Pemerintah Desa Ponggok. Terutama
kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan. Di samping itu, penelitian ini dapat

menjadi upaya memperkenalkan tata pemerintahan Desa Ponggok kepada publik.

D. Telaah Pustaka

Antisipasi kemiskinan bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola
kekayaan sumber daya yang ada di desa. Ummi Zakiyah dan Igbal Aidar Idrus®
meneliti strategi Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintahan desa harus mempunyai strategi yang tepat dan terarah dalam pengelolaan
sumber daya atau aset desa.

Penelitian Ummi dan Igbal menunjukkan strategi yang dijalankan oleh

Pemerintah Desa Ponggok, yaitu pembenahan umbul (mata air; Jawa), mendirikan

14 E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya llmiah
Hukum (Bandung: CV Keni Media, 2015), him. 39.

15 Ummi Zakiyah dan Igbal Aidar Idrus, “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
Ponggok,” Jurnal llmu Pemerintahan, Vol. 2:2 (Oktober 2017), him. 84-95.



Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” dan melaksanakan program one village one
product. Berkenaan dengan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa, telah diteliti
oleh Anom Surya Putra melalui diskursus hukum rekognisi.'® Diskursus ini
memberikan rekomendasi bahwa BUM Desa diakui sebagai Badan Hukum Desa
(dorpsrechtspersoon) melalui hukum rekognisi pada skala lokal Desa. Selanjutnya
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
mengakui BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik melalui regulasi kementerian.

Sementara itu, penelitian Wahyu Indriastuti dan Mohammad Muktiali’
mewanti-wanti bahwa sumber daya air merupakan salah satu sumber daya bersama.
Dalam pengelolaannya, sumber daya bersama dihadapkan pada persaingan antar
penggunanya, sehingga timbul fenomena yang disebut commons dilemma. Fenomena
ini terjadi ketika pengelolaan sumber daya bersama dihadapkan pada lemahnya aspek
kelembagaan yang cukup kompleks dengan melibatkan banyak pihak baik pemerintah,
petani maupun swasta di bidang air minum dalam kemasan.

Hasil dari penelitian Wahyu dan Mohammad menunjukkan bahwa commons
dilemma berdampak buruk pada kondisi fisik sumber daya itu sendiri. Pada penelitian

ini terdapat penegasan bahwa kondisi sumber daya yang memadai tidak menjamin

18 Anom Surya Putra, “Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha
Milik Desa “Tirta Mandiri” Di Desa Ponggok,” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 7:3 (Desember 2018), him.
465-481.

1" Wahyu Indriastuti dan Mohammad Muktiali, “Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah
Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten,” Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 3: 2 (Agustus 2015), him.
105-120.



keseluruhan keberhasilan pengelolaan sumber daya, selama aspek kelembagaan masih
lemah.

Berkenaan dengan konsep Dynamic Governance, belum terdapat penelitian
mengenai konsep tersebut di Desa Ponggok. Walaupun demikian, bukan sama sekali
tidak ada publikasi mengenai hal tersebut di Indonesia. Salah satunya penelitian oleh
Endar Heryan Pajri*® untuk mengetahui implementasi kapabilitas dinamis pelayanan
paspor di Kantor Imgirasi | Surabaya dalam perspektif Dynamic Governance.

Endar menyimpulkan kapabilitas dinamis di kantor imigrasi tersebut diawali
oleh kepemimpinan kepala kantor yang memengaruhi motivasi tenaga kerja di sana.
Dalam perspektif Dynamic Governance Endar menemukan inovasi-inovasi yang
terdapat pada pelayanan paspor. Namun menurut penyusun, penelitian ini tidak
dilakukan secara menyeluruh karena Endar tidak mengelaborasi satu unsur utama lain
dalam konsep Dynamic Governance, yakni culture.

Berdasarkan penelusuran pustaka di atas, beberapa penelitian sebelumnya
memiliki fokus tersendiri. Oleh karena itu, skripsi ini menjelaskan bekerjanya
(diterapkan) konsep Dynamic Governance pada Pemerintah Desa Ponggok dalam
pengentasan kemiskinan. Menjelaskan pengelolaan anggaran desa yang berpihak pada

pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Penjelasan mengenai bekerjanya konsep

18 Endar Heryan Pajri, “Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance
(Studi Tentang Kapabilitas Dinamis Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Paspor),” Jurnal Fakultas llmu Sosial dan Politik Administrasi Negara, No. 27 (2018), him.
8.



Dynamic Governance, sekaligus menjelaskan pula bagaimana posisi konsep tersebut

dalam cara Berhukum dari Desa.!®

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum Pancasila

Penyusun awali pembahasan ini dengan menjelaskan sepintas dua aliran negara
hukum, yakni rechtsstaat dan the rule of law. Penegakan hukum dalam aliran negara
hukum rechtsstaat dipahami sebagai penegakan hukum melalui undang-undang tertulis

dan mengutamakan kepastian hukum. Sementara negara hukum the rule of law

19 Cara Berhukum dari Desa disebut pula cara Hukum Berdesa bermakna menggunakan Desa
sebagai sumber pengetahuan hukum dan respon terhadap tindakan komunikatif yang berlangsung di
Desa. Cara Berhukum dari Desa lahir melalui interaksi pengetahuan (etnografi, demografi politik,
sosiologi hukum dan antropologi hukum) kehidupan sehari-hari di Desa dan konsep normatif
(masyarakat adat, persekutuan-hukum, masyarakat hukum adat, desa adat, Adat-Hukum, dan lain-lain.
Lihat Anom Surya Putra, Anom Surya Putra, Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa: Menjelajahi Badan
Hukum Desa (Yogyakarta: LKiS, 2020), him. 19. Adat-Hukum dalam Teori Hukum Kritis disebut
sebagai hukum interaksional (interactional law). Hukum interaksional dihasilkan dari analisis etnografi,
sosiologi dan antropologi hukum. Lihat juga Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum
dalam Masyarakat Modern, alih bahasa Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusamedia,
2007), him. 63. Sutoro Eko memberikan penjabaran teoretis bagi cara Berhukum dari Desa melalui
rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul Desa), subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal
dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa), dan tradisi Berdesa
(menggunakan Desa sebagai arena bermasyarakat dan berpemerintahan di ranah desa). Lihat dalam
Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa (Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), him. 70. Bito Wikantosa
pada Narasumber Expert Meeting Anotasi UU Desa, 7 Mei 2015 di Kantor PATTIRO, Jakarta
menjelaskan bahwa kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan
tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman
kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa setelah
didudukkan, dimana negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh tapi harus memosisikan desa itu
sanggup mengelola dirinya sendiri. Lihat dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional dan The Asia Foundation, 2015), him. 43. Pemikiran ini
memerlukan investigasi pengetahuan hukum yang diinterpretasi secara historis dan konsep normatif
yang diinterpretasi secara empiris. Berkenaan dengan penelitian ini memosisikan konsep Dynamic
Governance dalam cara Berhukum dari Desa melalui tindakan komunikatif yang berlangsung antara
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, BUM Desa, dan warga Desa.
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mengutamakan keadilan hukum dan memahami penegakan hukum bukan sebatas
penegakan hukum tertulis. Tradisi negara hukum rechtsstaat dikenal sebagai civil law
system. Sementara negara hukum the rule of law disebut common law system.?° Pada
praktiknya, penerapan kedua konsep negara hukum ini dipengaruhi oleh filsafat
kenegaraan suatu negara, termasuk Indonesia dengan Pancasila sebagai filsafat

kenegaraannya.

Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila. Pokok-
pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
pancaran dari Pancasila, membentuk cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum
dasar tertulis dan tidak tertulis. Pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat
dianggap sebagai penjabaran lebih lanjut dari beberapa pokok pikiran yang terkandung

di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.2

2. Dynamic Governance
Dynamic Governance merupakan tata pemerintahan yang telah terintegrasi
dengan budaya dan mekanisme politik yang aspiratif. Dynamic Governance di negara

maju dan demokratis telah menjadi bagian yang integral dari sistem pemerintahan suatu

20 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), him. ix.

21 padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982), him. 88.
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negara.?? Kultur dan kapabilitas merupakan dua kunci penting dalam konsep Dynamic
Governance. Dua unsur tersebut akan menggerakkan pemerintahan menjadi

pemerintahan dinamis yang mampu menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif.

Kultur merupakan seperangkat nilai, kepercayaan dan prinsip pegangan dalam
kehidupan bermasyarakat. Warisan nilai kultur akan mempengaruhi perilaku dan
mencerminkan model mental serta etos kerja masyarakat dalam kehidupan sehari-
sehari. Kultur merupakan produk keberhasilan pada masa lalu yang menjadi acuan
dalam bertindak dan selanjutnya menentukan arah dalam penyusunan strategi dan

kebijakan.

Kapabilitas secara sederhana bisa dimaknai sebagai the ability to do something
and to choose for a way of life according to one’s personel values. Dalam kajian
pemberdayaan masyarakat, the ability dalam kapabilitas tersebut dipahami sebagai
kekuatan (power) yang dimiliki masyarakat.”*> Ada banyak cara berkembangnya
kekuatan masyarakat agar berdaya. Secara umum ada dua cara berkembangnya
kekuatan pada masyarakat, seperti berkembang sendiri sebagai bagian dari kesadaran

masyarakat (bottom up) atau perkembangan power-nya membutuhkan pemantik dari

22 Neo Boon Siong dan Geraldine Chen, Dynamic Governance: Embedding Culture,
Capabilities and Change in Singapore (London: World Scientific Publishing Co., 2007), him. 18.

2 Faiq Tobroni, “Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat
(Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUUVI11/2010),” Jurnal Konstitusi, Vol. 9:2
(Mei 2012), him. 382-402.
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pemimpin masyarakat setempat (top down).?* Dengan keberadaan kekuatan dalam
pengertian kapabilitas dalam masyarakat tersebut itulah, adanya pengelolaan sumber
daya alam (pelaksanaan pembangunan) pada suatu komunitas masyarakat tidak hanya
terlaksana untuk memperbanyak aset tetapi juga memperkuat collective capabilities
pada masyarakat,? yang pada ujungnya menjadi kekuatan penting bagi masyarakat
untuk berpartisipasi, menikmati hingga menentukan kebijakan sendiri atas

pembangunannya.

Sementara itu, kapabilitas dalam konsep Dynamic Governance berbentuk
power (kekuatan) berupa cara berpikir yang terdiri dari tiga orientasi, yakni thinking
ahead, thinking again dan thinking across. Thinking ahead merupakan kemampuan
untuk menangkap pertanda awal tentang arah perkembangan situasi ke depan yang
dapat memengaruhi performa hingga keberadaan suatu negara atau wilayah dan

kemampuan untuk menentukan visi dan misi yang tepat.

Thinking again merupakan kemampuan dan kemauan untuk menata dan
mengevaluasi kebijakan yang sedang berlaku agar terwujud kinerja yang lebih baik.

Thinking across merupakan kemampuan melakukan tolok banding (benchmarking)

24 Faiq Tobroni, “Waste Infrastructure and People Empowerment (A Case in Patehan and Bener
Villages, Yogyakarta),” Tesis magister Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
2012), him. 7.

% Faiq Tobroni dan Izzatin Kamala, “The Common Access as Pro People Management of
Natural Resources (An Analysis of Decision Number 3/PUU-V111/2010 about Judicial Review of Law
27/2007),” Constitutional Review, Vol. 2:1 (Mei 2016), him. 149.
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dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman, ide dan konsep dari
wilayah lain, kemudian disesuaikan kembali dengan kondisi wilayah yang

bersangkutan.?®

3. Teori Tindakan Komunikatif

Teori tindakan komunikatif merupakan buah pikir seorang filsuf dan sosiolog
kondang dari Universitas Frankfurt, Jirgen Habermas. Teori ini dimuat dalam magnum
opus Habermas yang berjudul Theorie des kommunikativen Handelns?’ terdiri atas dua
jilid yang terbit di Jerman pada 1981. Kemudian buku monumentalnya yang berjudul
Faktizitat und Geltung®® yang terbit di Jerman pada tahun 1992 memuat teori yang
ditawarkan Habermas tentang teori diskursus hukum demokrasi deliberatif atau dikenal

pula dengan diskursus negara hukum deliberatif.

Tindakan komunikatif merupakan interaksi antara setidaknya dua orang (dalam
hal ini) di ruang publik politis untuk menemukan kesepahaman bersama tentang suatu

kondisi. Kesepahaman bersama ini dalam rangka menghasilkan satu rancangan dan

%6 Jwan Ong Santosa (editor), Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic
Governance (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), him. 16-17.

21 Karya asli berbahasa Jerman Jirgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns,
Band 2: Zur Kritik der funktiionalistischen Vernunft (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1981).
Berbahasa Inggris diterjemahkan oleh Thomas McCarthy, Jirgen Habermas, The Theorie of
Communicative Action (Boston: Beacon Press, 1987).

28 Karya asli berbahasa Jerman Jirgen Habermas, Faktizitat und Geltung. Beitrage zur
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
1992). Berbahasa Inggris diterjemahkan oleh William Rehg, Jirgen Habermas, Between Facts and
Norm: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy (Massachusetts: The MIT Press,
1996).
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mengkoordinasikannya. Komunikasi merupakan nyawa bagi kehidupan berdemokrasi.
Tindakan komunikatif akan menghidupkan suasana deliberatif dalam berdemokrasi.
Teori tindakan komunikatif mendasari diskursus hukum Habermas mengenai

demokrasi deliberatif atau negara hukum deliberatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan
cara mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.?
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan tergolong penelitian hukum
nondoktrinal (sering disebut juga penelitian empiris).>® Penyusun melakukan penelitian
lapangan selama dua pekan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten

Klaten, Jawa Tengah.

Subjek3! penelitian ini ialah Pemerintah Desa Ponggok. Penelitian ini pun turut
melibatkan representasi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat

Desa Ponggok sebagai narasumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu TInjauan Singkat
(Jakarta: Rajawali Press, 2015), him. 1.

30 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), him. 20-27.

31 Penggunaan kata “subjek” alih-alih “objek” penelitian didasarkan pada paradigma
subjektifisme Habermas sebagai kritik terhadap paradigma objektifisme. Penelitian ini mengkaji realitas
sosial dengan tipe hubungan manusia antara Subjek-Subjek (antara Penyusun — Masyarakat Desa
Ponggok).
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hukum empiris merupakan data primer yang terdiri atas wawancara dan observasi di

Desa Ponggok.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik. Pendekatan yuridis
empirik merupakan pendekatan yang menganalisa bekerjanya hukum,®? sehingga
hukum tidak dimaknai sebagai sistem yang ekslusif dalam norma hierarkis semata.
Satjipto Rahardjo memberi ulasan bahwa hukum tidak terisolasi dari subsistem
kehidupan lainnya, baik subsistem budaya, sosial, dan ekonomi.** Hukum dalam
penelitian nondoktrinal berjalan secara koeksistensi (berdampingan) dengan

pendekatan konsep hukum (legal concept).®*

Pendekatan konsep hukum yang dimaksud ialah pandangan preskriptif-
normatif teori hukum dalam arti sempit yang digagas oleh pengajar Fakultas Hukum di

Utrecht, Mr. JJ.H. Bruggink.*® Bruggink mengelaborasi pendapat Hart mengenai

32 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2016),
him. 42.

33 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum Cetakan Kedelapan (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya
Bakti, 2014), him 143. Setiap subsistem mempunyai fungsi tersendiri. Subsistem budaya berfungsi
mempertahankan pola, subsistem sosial berfungsi menyatukan masyarakat, subsistem politik berfungsi
mengejar target kekuasaan, dan subsistem ekonomi berfungsi melakukan adaptasi masyarakat bertahan
hidup.

3 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah (Jakarta:
Perkumpulan HUMA, 2002), him 27.

%J. H., Bruggink, Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum
cetakan ke 1V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), him. 170.
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Kaidah Hukum menjadi Kaidah Hukum sebagai Kaidah Perilaku, Kaidah Hukum
sebagai Meta-kaidah dan Kaidah Mandiri dan Kaidah Tidak Mandiri.*® Dengan
demikian koeksistensi di atas terjadi dengan cara merelasikan antara kondisi sosiologis
fakta di lapangan dengan aturan hukum beserta kaidah hukumnya dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Data penelitian
Jenis data dalam penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan sekunder:
a. Data primer
Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan
observasi. Narasumber pada wawancara penelitian merupakan representasi dari
Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat Desa Ponggok.
Penyusun pun melakukan observasi yang kemudian meningkat menjadi partisipan
berbagai forum atau kegiatan di Desa Ponggok.
b. Data sekunder
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai
berikut:
1) Bahan hukum primer merupakan bahan yuridis yang bersifat hierarkis dan

mengikat. Bahan hukum meliputi norma dasar (grundnormen), peraturan dasar

3 Bruggink menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaidah hukum (rechtsnorm) adalah arti
aturan hukum (rechtsregel) dan bahwa aturan hukum itu dapat tertulis maupun tidak tertulis. Burggink
berbagai kaidah di atas dalam sub-bab Jenis-jenis Kaidah Hukum. la menjelaskan Kaidah Hukum
Sebagai Perilaku meliputi kaidah perintah, larangan, pembebasan, dan izin. Kaidah Hukum Sebagai
Meta-kaidah meliputi kaidah rekognisi, perubahan, kewenangan, dan penilaian. Lihat JJ.H., Bruggink,
Refleksi tentang Hukum... ... , hIm. 99-108.



17

(staatsgrundgesetzes), peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat hingga

tingkat daerah (formelle gesetzes verordnungen/autonome satzungen),

yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini

terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;®’

¢) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;®

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*°

37 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234.

38 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398.

39 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495.

40 L_embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587.
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f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;*

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;4

h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;*

i) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;**

j) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;*

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

41'LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679.

42 _embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410.

43 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6263.

4 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539.

4 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321.
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I) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

m)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

n) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020;

0) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan
Usaha Milik Desa;

p) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031;

q) Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik
Desa;

r) Peraturan Desa Ponggok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2019;

s) Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa
“Tirtra Mandiri”;

t) Keputusan Kepala Desa Nomor 18 / IX / Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri.”
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2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian yang bersifat akademis dan hasil
penelitian yang dipublikasikan dalam buku, jurnal ilmiah dan dokumen ilmiah
lainnya.

3) Bahan hukum tersier mencakup berbagai bahan yang memberikan petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, majalah hukum, kamus
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situs daring dan lain sebagainya.

4. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menyusun kaitan antara informasi/fakta dan
kerangka teoretis. Penyusun menguraikan fenomena kemiskinan dihubungkan
dengan strategi dan konsekuensi yang berkembang selama proses wawancara,
observasi dan partisipasi penyusun dalam berbagai forum atau kegiatan di Desa

Ponggok. Setelah menganalisa informasi yang diperoleh, kemudian informasi

tersebut diuraikan dalam konstruksi teoretis yang telah dibangun oleh penyusun.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif tentang skripsi ini,
penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dengan sistematika pembahasan

sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua menjelaskan tinjauan teoretis mengenai kemiskinan, negara hukum
Pancasila, konsep Dynamic Governance, dan teori tindakan komunikatif. Penjelasan
mencakup definisi dan jenis kemiskinan, kerangka konseptual Dynamic Governance,
dan sumbangsih teori tindakan komunikatif terhadap fungsi hukum sebagai medium

integrasi sosial.

Bab ketiga menjelaskan tinjauan umum kebijakan Pemerintah Desa Ponggok.
Penjelasan meliputi visi dan misi Pemerintah Desa Ponggok, data kemiskinan,
kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) dan anggaran desa. Bab ini pun menjelaskan demografi

dan kondisi sosial masyarakat Desa Ponggok.

Bab keempat menganalisa kebijakan pengentasan kemiskinan Desa Ponggok
dalam perspektif Dynamic Governance. Teori tindakan komunikatif turut menjadi alat
analisis dalam melihat posisi konsep Dynamic Governance dalam cara Berhukum dari
Desa. Selain itu, bab ini menganalisa pengelolaan anggaran desa dalam mengentaskan

kemiskinan di Desa Ponggok.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban
atas rumusan masalah yang ditentukan. Memuat saran bagi subjek penelitian skripsi
ini. Memuat pula daftar pustaka sebagai rujukan untuk pengembangan riset lebih lanjut

terkait topik penelitian yang serupa dengan skripsi ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun memberi kesimpulan
pada bekerjanya konsep Dynamic Governance dan pengelolaan anggaran dalam
pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Pertama, dalam persepektif Dynamic
Governance, Pemerintah Desa Ponggok telah melakukan langkah-langkah yang
dinamis dalam pengentasan kemiskinan di Desa Ponggok. Pemerintah Desa telah
menerapkan kebijakan yang adaptif, inovatif dan berdampak bagi kemajuan Desa
Ponggok. Dengan kata lain, konsep Dynamic Governance bekerja dengan baik pada
Pemerintah Desa Ponggok.

Kedua, Pemerintah Desa Ponggok telah melakukan pengelolaan anggaran yang
berpihak pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Melalui tata kelola keuangan yang profesional, Desa Ponggok mampu menggunakan
anggaran yang dimiliki untuk membangun desa. Pembangunan desa dilakukan secara
menyeluruh melalui pendekatan yang tepat dan berpedoman pada rencana
pembangunan yang terarah. Dengan cara demikian, pengentasan kemiskinan di Desa
Ponggok telah berlangsung dengan sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penyusun menyarankan agar

Pemerintah Desa Ponggok menjadikan konsep Dynamic Governance sebagai metode

untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang adaptif. Di samping itu, deliberasi desa
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sebagai cara Berhukum dari Desa sangat perlu untuk dipertahankan. Penerapan konsep
Dynamic Governance harus dilakukan dalam praktik deliberasi desa dan cara
Berhukum dari Desa.

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan anggaran desa, penyusun
menyarankan agar Pemerintah Desa Ponggok melakukan tata kelola keuangan yang
adaptif dan antisipatif. Di samping hal tersebut, anggaran untuk riset dan
pengembangan perlu ditingkatkan. Dengan demikian, akan diperoleh kebijakan,
program dan inovasi yang lebih adaptif, efisien dan efektif bagi kesejahteraan

masyarakat Desa Ponggok.
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